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HilirisasiMineral untuk
Sebesar-besarnya
KemakmuranRakyat

DivestasiSahamharus 
mencapai50%

Mendorongpercepatan
pembangunansmelter

Menjaminpeningkatan
penerimaannegara

Kepastianmasaoperasi

Landmark PengelolaanMineral danBatubara

Terciptanyalapangankerja
bagirakyatIndonesia

Pertumbuhanekonomi
daerahdannasional

Peningkatanperannasional
dalampengusahaan tambang

Iklim investasiusaha
yang kondusif

Peningkatanhargajual
produkmineral pemurnian

REGULASI MINERBA

PP Nomor8/2018 jo PP Nomor1/2017
TentangPerubahanKelimaatasPP No.23/2010 TentangPelaksanaanKegiatan
Usaha PertambanganMineral danBatubara

ÅDivestasisahamhingga51% secarabertahap;
ÅPenetapanhargapatokan untukpenjualanmineral danbatubara;
ÅKK hanyabolehmengeksporhasilpemurnian;
ÅWaktupermohonanperpanjanganIUP/IUPK lebihawal, untukmemberikankepastian

investasi(5 tahunsebelumizinberakhir).

PermenESDM Nomor5 Tahun2017
TentangPeningkatanNilai TambahMineral melalui KegiatanPengolahan
danPemurniandi DalamNegeri

ÅPemegangIUP OP, IUPK OP, IUP Khusus Pengolahandan/atauPemurnianwajib
melakukanpengolahandanpemurnian;
ÅMelakukanpenjualanhasilpemurnianke luar negerisetelahmemenuhibatasan

minimum pemurnian;
ÅDapatmenjualkonsentratselama5 tahundengansyarat:

1) Telahatausedangmembangunsmelter;
2) Membayarbeakeluar;
3) Bentukpengusahaannya wajib IUPK OP

PermenESDM Nomor35 Tahun2017
TentangTata Cara danPersyaratanPemberianRekomendasiPelaksanaan
PenjualanMineral ke LuarNegeriHasilPengolahandanPemurnian

Wajibmendapatkanrekomendasisebelummemperolehpersetujuanekspordengansyarat:

ÅKomitmenmembangunsmelter dalam5 tahun;
ÅEvaluasitiap 6 bulanolehverifikatorindependen; 
ÅSanksipencabutanrekomendasijika tidakmemenuhikomitmen;
ÅSuratketeranganpelunasankewajibanpembayaran
ÅPNBP selama1 tahunterakhirdari DitjenMinerba



Freeport McMoran Copper & Gold
Corp

Pemerintah Republik Indonesia

PT Indocopper Investama Corp81,28%

9,36%

9,36%

Sumber: Laporan KeuanganPTFI
**Pajak dan Pungutan Lainnya meliputi : PPh Badan, PPN, PBB, Pajak Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & 
Retribusi Daerahdll.

PTFreeportIndonesia
V IUPKOperasiProduksi(1872.K/ 30/MEM/ 2018)
V LuasIUPK9.946HadanWilayahPenunjang116.783Ha
V Lokasi: ProvinsiPapua,Kab. Mimika danKab. Panilai
V BahanGalian: TembagaDmp(EmasdanPerak)
V Produk: KonsentratTembaga

KEPEMILIKAN SAHAM 

KOMPOSISI TENAGA KERJA PENERIMAAN NEGARA



- Emas(Au 0,86 g/t) = 1.730  Ton
- Perak (Ag 4,50 g/t) = 9.120 Ton
- Tembaga( Cu 0,99 %) = 21,33 JutaTon

Total SumberDayasebesar2.115.531 RibuTon 
dengankandungansetaralogam:
- Emas(Au 0,62 g/t) = 1.330 Ton
- Perak (Ag 3,59 g/t) = 7.590 Ton
- Tembaga(Cu 0,71 %) = 14,96 JutaTon

Status Desember2017

- Emas(Au 25,72 g/t) = 190  Ton
- Perak (Ag 75,52 g/t) = 818 Ton
- Tembaga( Cu 27,52 %)= 2,5 JutaTon

RencanaProduksijikaperpanjangandisetujui2022-
2041 sebesar50 juta Ton konsentratsetaralogam:
- Emas(Au 25,72 g/t) = 1.287  Ton
- Perak (Ag 75,52 g/t) = 3.776 Ton
- Tembaga( Cu 27,52 %)= 13,7 JutaTon

SetelahProduksis.d 2041MasihTersisaSumberdaya
DalamBentukBijih Sebesar2.115.531RibuTon

Total CadanganSebesar
2.026.035 RibuTon dengan
kandungansetaralogam:

Total Produksisesuaiumur kontrak
dari 2016 ς20121 
Sebesar10 juta Ton Konsentratsetara
logam:

SumberdayadanCadanganDalamLogamPT Freeport Indonesia 



Pembayaran
Freeport 

Indonesia ke
Negara dan

Daerah

Penerimaan
Dalam

NegeriAPBN

Transfer/
BelanjaDaerah 

dalamAPBN

Penerimaan
APBD 

Wilayah 
PulauPapua

Penerimaan
APBD 

Wilayah Lain 
di Indonesia

Penerimaan
APBD 

Wilayah 
Provinsi
Papua

Penerimaan
APBD 

Wilayah 
Provinsi

Papua Barat

Penerimaan
APBD Provinsi

Papua

Penerimaan
APBD Kab. 
Mimikadi 
Provinsi
Papua

Penerimaan
APBD 

Kab/Kota Lain 
di Provinsi

Papua

115,043
juta US$

114,354
juta US$

38,653
juta US$

12,909
juta US$ 

26,432

juta US$

12,232

juta US$
677

juta US$

2,991 
juta US$ 

4,433 
juta US$

4,808

juta US$

LaporanStudiLPEM-UI Update 2013 (DampakEkonomiPTFI)
Á 0,8% PDB Indonesia
Á 37,5% PDRB ProvinsiPapua
Á 91,0% PDRB KabupatenMimika

DampakEkonomiPTFI
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KronologiPerizinanPT Freeport Indonesia

Penerbitan KK Generasi I
PT Freeport Indonesia

Pada tanggal 4 April 1967

Persetujuan Peningkatan 
Kapasitas Produksi 300.000 

ton/hari  
KepDirJen Pertambangan 

Umum 
No. 488/25.01/DJP/1999

12 Maret 1999

Pembaharuan Kontrak Karya 
menjadi 

Generasi V
Persetujuan Presiden No. B-

329/Pres/112/1991
Tanggal 30 Desember 1991

Ekspor perdana 
sebesar 

9.700 ton

Perubahan KK menjadi 
IUPK Operasi Produksi

KepMen ESDM
No. 

413 K/30/MEM/2017
10 Februari 2017 

Persetujuan Tekno-Ekonomi 
Dokumen Revisi Studi Kelayakan 

SK Direktur Pembinaan 
Pengusahaan Mineral  

No. 2447/30/DBM.PE/2015
31 Desember 2015

1967 19991972 1991 2015 2017



KK IUPK

MengajukanPerubahan
KeMenteri ESDM

Fasilitasyang diperoleh

Perpanjanganizin lebih cepat
(5 tahun sebelumberakhir)

A. Luaswilayahmax. 25.000 ha;
B. Penerimaannegarabersifat

prevailing dan lebih
menguntungkannegara;

C. Melakukaneksporkonsentrat;
D. Divestasisaham51%;
E. Membangunsmelter

Keterangan:
1. Undang-undang4/2009: Dalampasal170 KKwajib melakukan

pemurniandi dalamnegeridalamjangkawaktu5 tahun
2. Jangkawaktu pemurnian bagi pemegangkk bersifat limitatif,

sehinggatidak dapat ditentukan berbeda kecuali pasal 170
tersebutdiubah

3. Bagi Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi, jangka waktu
pelaksanaan kewajiban pemurnian diatur dalam peraturan
pemerintahsehinggapemerintahdapat mengaturjangkawaktu
pelaksanaan kewajiban tersebut dalam bentuk peraturan
pemerintah, atau dengan mendelegasikanpengaturan dalam
peraturanMenteri

KK harus terlebihdahulumengubahbentuk

pengusahaannya menjadiIUPK agar pelaksanaan

kewajibanpemurniannyadapatdiberlakukanseperti

IUP/IUPK yang dapatdiaturdalambentukperaturan

pemerintahataupunperaturanMenteri

PerubahanKK Menjadi IUPK (Lanjutan)

KETENTUAN IUPK

Dasar Hukum:
PeraturanPemerintahNomor1 Tahun2017

PeraturanMenteri ESDM Nomor5 Tahun2017

ò
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KetentuanDivestasiSahamBerdasarkanKontrakKaryaTahun1991

Pasal24ayat 2 huruf a
PadaTahunke-5, kewajibandivestasisebesar10% (sepuluhpersen) di BursaEfekJakartaatau PihakNasional
Indonesiaselesaidalam12bulan;

Pasal24ayat 2 huruf b
PadaTahunke-10, kewajibandivestasisebesar10%(sepuluhpersen) di BursaEfekJakartaatau PihakNasional
Indonesiaselesaidalam12bulan;
PadaTahun ke-11 s.d. ke-20, setiap 12 bulan (selama10 periode) sebesar2,5% (dua koma lima persen)
kewajibandivestasisebesar25%(duapuluhpersen);
Total seluruhkewajibandivestasiberdasarkankontrak 45%denganminimum dijual di BursaEfeksebesar20%
(duapuluhpersen)
Totalkewajibanmenjadi51%(limapuluhsatupersen) jika tidak dijualdi bursaefek

Pasal 24 ayat 2 huruf d (Kemudahan pelaksanaan Divestasi)

Jikasetelah KKditandatangani, Pemerintahmenerbitkanperaturan perundang-undangantentang ketentuan
pengalihansaham(divestasi) yang lebih ringan, maka ketentuan tersebut akan berlaku bagi para pihak (PT
FreeportIndonesia).

PP20/ 1994 yangmenyatakanbahwaperusahaanPMAyangbergerakdi bidangSDAhanyawajib melakukan
pengalihansahamkepesertaIndonesiasebesar5%(limapersen).



9

KetentuanDivestasiPascaUU 4/2009

PP 23/2010

Divestasisebesar20%

PP 24/2012

Divestasi sebesar 51%

PP 1/2017 dan Permen ESDM 
No. 5.2017

Divestasi sebesar 51%

PP 77/2014

Divestasisebesar30%

(bagiperusahaan yang 
melakukankegiatan

penambanganbawah
tanahdanpenambangan

terbuka)

Keterangan:

Ketentuanperaturanperundang-undanganyangmengaturtentangdivestasisahamdalamperkembangannyamengalami

perubahansignifikansampai denganakhirnyapadatahun2017 pemerintahmenerbitkanPP1/ 2017 sebagailandasan

divestasisahamsebesar51%

UU 4/2009

Setelah5 tahun
berproduksiwajib

melakukandivestasi

2009 20142010 2012 2017

ò
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Perundingan Pemerintah dengan Freeport Capai Kesepakatan

άManfaatkesepakatan negosiasi tambang Freeport

Kelangsungan operasi PTFI (aktifitas ekonomi Papua)

Pendapatan Negara meningkat

Terciptanya multiplier effect (Smelter + TKDN)

Kesepakatan Perundingan Final

Kantor Kementerian ESDM, 27 Agustus 2017 

PenandatangananHoA

Kantor Kementerian Keungan, 12 Juli2018

1) Landasan hukum dalam bentuk Izin 
Pertambangan Khusus (IUPK) 

2) Divestasi saham untuk peserta Nasional 
sebesar 51% 

3) PT Freeport Indonesia membangun fasilitas 
pengolahan dan pemurnian atau smelter 
selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya 
sudah harus selesai pada 2022

4) Stabilitas Penerimaan Negara secara agregat 
lebih baik.

Jika ke-4 poin di atas dipenuhi, maka PT Freeport Indonesia 
akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 

tahun hingga tahun 2041.
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Berdasarkankesepakatanpemerintah denganFreeport-McMoran (FCX)tanggal29
Agustus2017, penyelesaianmasalahPTFreeportIndonesia(PTFI)dilakukanmelalui
empatkesepakatanyangharusdiselesaikansecarabersamaan, yakni:

1. Perubahanlandasanhukumdari KontrakKarya(KK)ke IzinUsahaPertambangan
Khusus(IUPK)yang diikuti PerpanjanganOperasimaksimal2x10 tahun hingga
tahun2041;

2. Kewajiban pembangunan Smelter selama 5 (lima) tahun, atau selambat-
lambatnyaJanuari2022;

3. Stabilitas Penerimaan Negara yang secara agregat lebih besar dibanding
penerimaanmelalui Kontrak Karya, yang didukung dengan jaminan fiskal dan
hukum;

4. DivestasisahamPTFIsebesar51%.

Head of Agreement 1/3
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Head of agreement (HOA) ditandatangani tanggal 12 Juli 2018 merupakan dasar
kesepakatandivestasisahamPTFI51%yangberisitentang:
1. Strukturtransaksidivestasi
2. Nilaitransaksidivestasi

Pemerintah mentargetkan 2 bulan untuk membahas rincian perjanjian dan
terselesaikannyakesepakatanlainnyaseperti:
1. PenerbitanIUPK
2. KewajibanpembangunansmelterolehKESDM
3. StabilitaspenerimaannegaraolehKemenkeu

Head of Agreement 2/3
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Pemerintahtidak akan melakukanpembeliansaham sebelumsemua

dokumentasidanperjanjiansudahclearandclean.

Pemerintahmenargetkan2 (dua) bulanuntukmembahasrincianperjanjian

dan terselesaikannyakesepakatanlainnyasepertiditerbitkannyaIUPKdan

keputusankewajibanpembangunansmelter oleh KementerianESDM,

kemudian disepakatinyabentuk stabilitas penerimaannegara oleh

KementerianKeuangan.

Head of Agreement 3/3

ò
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Komposisi Saham PT FI

40,00%

81,28%

48,77%

9,36%

5,62%
9,36% 5,62%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Komposisi Saham diketahui Publik Komposisi Kepemilikan Hasil Tambang

PT Rio Tinto Indonesia

PT Freeport Indonesia

PT Indocopper Investama

GOI

1. Pada tahun1996, Rio Tinto dan FCX 
menandatanganiάǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ 
ŀƎǊŜŜƳŜƴǘέ ȅŀƴƎ intinyamemberikanhak
atashasilproduksidan kewajibanatas
biayaoperasiPTFI sebesar40% sampai
dengantahun2022, dengankondisi
produksidiataslevel yang sudahdisepakati
bersama.

2. Kerjasamaoperasiini, walaupuntidak
mempengaruhikomposisisahamPTFI, 
namunmempengaruhikomposisi
kepemilikanhasil tambang PTFI.

3. ParticipatingInterestPT Rio Tinto
Indonesia (PT RTI) sebesar 40% inilah yang 
akan diambil oleh Pemerintah Indonesia 
melalui PT Inalum yang nantinya akan 
dikonversi menjadi saham.

4. PT Inalum juga akan membeli porsi saham 
PT IndocopperInvestama (PT II)
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Apaitu ParticipatingInterest (PI)

Area Tambang Open Pit yang 
diusahakan langsungoleh PT FI

Di tahun 1996 Area Tambang Under 
Ground denganinvestasiCapexdan

Opexoleh PT RTI melalui skema
Participating Interest, hal mana
telah mendapatkanpersetujuan

Mentambenpadasaatitu

Å Participating Interestadalahkepentingan
ekonomidari sebuahPerusahaan dalamsebuah
kegiatanbisnisyang dimiliki olehPerusahaan 
lain melaluiinvestasiKapital maupunnon 
Kapital yang melahirkanhakdan kewajibanbagi
perusahaan tersebuttanpamelalui
pengalihan/pembeliansahamdari pemilikbisnis
tersebut.

Å DalamkonteksPT FI danPT RTI, denganskema
PI, PT RTI tidakmengambilalih sahamFCX di PT 
FI, tetapi denganinvestasiyang dilakukannyadi 
Under Ground Mining, PT RTI mempunyaihak
dankewajiban2 yang disepakatidenganPT FI, 
melaluiParticipation Agreement.
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PengambilalihanPT FI oleh PT Inalum

SEBELUM 
TRANSAKSI

PT Freeport 
Indonesia

81,28% 9,36% 9,36%

Participating Interest (PI)

Keterangan:

Å SebelumnyaPT RTI merupakanpemegangPI di sebagianKonsesi
milik PT FI (bukan/ belumbentuk saham).

Å Sahamyang dipegangoleh FCX, PT II dan GOI/Inalumakan
terdelusi jika PI-nyaEx PT RTI dikonversimenjadi40% saham
dari keseluruhansahamyang dikeluarkanPT FI. 

SETELAH 
TRANSAKSI

Keterangan:

Å PT InalummenukarsahamPT RTI menjadisahambarudalamPT FI sebesar40%.

Å PT InalummembeliseluruhsahamPT II di PT FI sebesar5,616%.

Å Total harga saham baru yang dibeli oleh PT Inalum adalah sebesar US$ 3,85 
miliar (40% + 5,616%).

Å Sehingga total kepemilikansahamPTInalumdi PT FI adalah: 40% + 5,616% + 
5,616% = 51,232%.

Freeport 
Mc-Moran

(FCX)

PT 
Indocopper
Investama

(PT II)

GOI/         
PT Inalum

PT Rio Tinto 
Indonesia
(PT RTI)

PT Freeport 
Indonesia

48,768%

5,616% 5,616%

Freeport 
Mc-Moran

(FCX)

(Ex saham 
PT II)

(Konversi PI 
Ex PT RTI 
menjadi 
saham)

40%

PT Inalum



PerpanjanganIUPK PT FI

1. IUPKdefinitif mengatur seluruh hak dan kewajiban yangtelah disepakati antara lain:
a. PNBP sesuaidenganketentuanPP 9/2012 dandiberlakukansampaidenganberakhirnyaIUPK;
b. perpajakansesuaidenganPP tentangstabilitaspenerimaannegara; dan
c. Pelaksanaan divestasisaham sesuai rencana.

2. Manfaatuntuk Indonesia:
a. Kelanjutanoperasi, denganperpanjanganIUPK masing-masing2 kali 10 (sepuluh) tahun, maksimal

sampaidengan2041;
b. Kegiatan operasi produksi PTFI tetap berjalan (sosial & ekonomi Papua stabil); dan
c. Tidak ada penundaan penerimaan negara (Pajak dan PNBP) dan penerimaan daerah dari kegiatan PTFI.

3. Pembangunan smelter paling lama 5 (lima) tahun sejak IUPK diterbitkan;

4. KK dinyatakan berakhir sejak IUPK diterbitkan; dan

5. Tidak ada isu nasionalisasi untuk menciptakan oiklim investasi yang kondusif.

PemberianIUPK Definitif



Terima Kasih 
&

Follow Kami
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Pending Issue 1. Divestasi Saham



Article 31 ayat 2 Kontrak Karya 1991

Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years 
from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to 

apply for two successive ten year-extensions of such term, subject to Government approval. The 
Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the 
Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior 

extension.

PT FI berhakmengajukanperpanjanganduakali 10 tahun(2041). Pemerintahtidak
akanmenahanataumenundapersetujuantersebutsecara"tidakwajar".



Syarat dalam UU No. 4/2009 dan Peraturan Pelaksanaannya untuk

Kelanjutan Operasi Pertambangan Ex Kontrak Karya

1. Konsesi kelanjutan operasi pertambangan diberikan dalam bentuk
IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

2. Pembangunan smelter;

3. Penerimaan Negara lebih baik ; dan 

4. Melakukan divestasi saham PT FI ke BUMN/BUMD sampai menjadi
sebesar 51% sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 1/2017.

Tim Pemerintah

1. Kementerian ESDM;

2. Kementerian Keuangan;

3. Kementerian BUMN;

4. Kementerian LHK;

5. Inalum



I. KetentuanDivestasiSahamBerdasarkanUU No. 4 Tahun2009 (UU Minerba) danPeraturanPelaksana

PRIVATE AND CONFIDENTIAL



FAQ

Head of Agreement
(HoA)



FAQ

Kontrak Karya PT FI



Dengan tunduk pada ketentuan UU No. 4 tahun 2009 dan 

peraturan pelaksanaannya (PP dll) serta dengan

memperhatikan Terms and Conditions Kontrak Karya (KK), 

keputusan-keputusan Pemerintah yang telah ada terkait

implementasi KK, aspek sosial dan perekonomian lokal

serta kelangsungan operasi tambang di lapangan, 

Pemerintah RI memutuskan: 

ñPT FI akan melanjutkan operasi pertambangan di Tembaga Pura, 

dengan ketentuan (1) konsesi diberikan dalam bentuk IUPK (Izin

Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana disyaratkan oleh UU 

No. 4/2009, (2) Pembangunan smelter sebagaimana disyaratkan

dalam UU no. 4/20019, (3) penerimaan Negara lebih baik

sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 4/2009 dan (4) melakukan

divestasi saham PT FI ke BUMN/BUMD sampai menjadi sebesar

51% sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 1/2017ò

FAQ

Kontrak Karya PT FI



FAQ

Participating
Interest PT RTI



FAQ

Harga Divestasi dan 
Pendanaan


